BAB 11

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dismpulkan bahwa perolehan
sertipikat hak milik atas tanah (karena jual beli) telah mewujudkan kepastian hukum
dan perlindungan hukum berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 di Kota Bekasi. Hal ini
dibuktikan oleh para responden yang secara keseluruhan telah mendaftarkan
peralihan hak milik atas tanahnya sehingga telah diperoleh sertipikat hak milik atas
tanah. Sertipikat hak milik atas tanah para responden sebagian besar diperoleh dalam
jangka waktu kurang dari lima tahun dan ada pula yang lebih dari lima tahun.
Meskipun pada umumnya perolehan sertipikat tersebut tidak pernah ada gugatan,
namun ditemukan seorang responden yang telah memperoleh sertipikat kurang dari
lima tahun dan pernah mendapat gugatan dari pihak ketiga. Gugatan tersebut pada
akhirnya dimenangkan oleh seorang responden tersebut di tingkat kasas melalui
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 412/K/TUN/2007 yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan diperolehnya sertipikat hak milik sebagai hasil dari dilaksanakannya
pendaftaran peralihan hak, maka dapat memperkuat posis dan status kepemilikan
terhadap bidang tanah, memberikan rasa aman bagi pemegang hak milik atas tanah

serta mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat penulis berikan, yaitu :
Perolehan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagal alat
pembuktian yang kuat, bukanlah sebagal alat bukti yang mutlak yang tidak dapat
diganggu gugat. Oleh karena itu, dalam memperoleh sertipikat hendaknya didasarkan
atas itikad balk dan secara nyata menguasai tanah yang diperolehnya serta
dimohonkan pendaftaran peralihan hak atas tanahnya berdasarkan prosedur dan
peraturan yang telah dibuat olen Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku.
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